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MEDAN - 20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN 1ZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156
avat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribust Daerah dan Pasal 15
ayat (2} Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi  Pengendalian  Lalu  Lintas Dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing, maka perlu  mengatur retribusi
perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
yvang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

b, bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Perpanjangan [zin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propins: Sumatera Utara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tabun 1956 Nomor 59,
Tambahan ~Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42749);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajal
[Daerah Dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Ketrmigrasian [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Nepara
Republik IndonesiaNomor 52 16);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9@ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258),
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomer 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana  [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5772);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardingding Di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Karo, Kecamatan
Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang
Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat I[ Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan
Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan
Maimmun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan
Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [I Medan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera
Utara (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang
Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat I Simalungun,
Dairi, Tapanuh Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli
Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat I Medan Dalam Wilayvah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 65];

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemmungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi
Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5358);



16. Peraturan Pemerintah Nemor 65 Tahun 2012 tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5333);

17, Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor 16
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 964);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan
WALl KOTA MEDARN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

PERPANJANGAN [ZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
ASING.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1.

2.

Daerah adalah Kota Medan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyvat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penvelengsara
Pemerintahan Daeralh  yang memimpin  pelaksanaan urusan
pemerintahan yvang menjadikewenangan daerah otonom,

Wali Kota adalah Wali Kota Medan.,
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, yvang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyvat daerah yvang berkedudukan sebagal
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah vang
ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pejabat adalah pegawai vang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Daerah, vang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagal pembavaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
vang khusus disediakan dan/fatau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan
vang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestaran
lingkungan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemenntah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang
selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan
atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja
asing.

Perpanjangan IMTA adalah izin vang diberikan oleh wali kota atau
Pejabat yang ditunjuk kepada pemben kena tenaga kerja asing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah daerah.,

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-
badan lainnya vang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yvang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yvang meliputi perseroan terbatas, perserpan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yvayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnva,
lembaga, dan bentuk Badan lainnva termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.
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Warga Negara Indonesia, vang selanjutnya disingkat WNI adalah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yvang
disahkan dengan Undang-Undang sebagai WHNI.

Penduduk adalah WNI dan Orang Asing vang bertempat tinggal di
Daerah.

Orang Asing adalah orang bukan WNI.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan  refribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayvaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bam Wapb Retnbusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat Setoran HRetribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSED
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi vang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayvaran yvang ditunjuk
oleh wali kota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, vang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok Fetribusi vang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLE adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembavaran Retribusi karena jumlah kredit
Retribusi lehih bavar daripada Retribusi wyang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, vang selanjutnyva disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/fatau bukt vang dilaksanakan secara oljekuf
dan profesional berdasarkan atas suatu standar pemerksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah,

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan vang dilakukan ecleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti vang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi daerah vyang terjadi serta
menemukan tersangkanya.



BAE 11
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

FPa=sal 2

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja
tenaga kerja asing.

{(2) Tidak termasuk ohjek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi
pemerintah, perwaldlan negara asing, badan-badan internasional,
lemmbaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga
pendidikan.

Pa=zal 4

(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga
Kena Asing,
(2] Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib

REetribusi.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perpanjangan [MTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan
Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGEKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa perpanjangan IMTA diukur berdasarkan atas

jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan jangka waktu
Perpanjangan IMTA.



BAB V

FPRINSIF DAN SASARAN DALAM FENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA

(1]

(1)

]

TARIF RETRIBUSI
Pasal ¥

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnva tarif
Retribusi  Perpanjangan IMTA berdasarkan atas tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biayva penyelenggaraan Perpanjangan
IMTA.

Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

penerbitan dokumen izin;

pengawasan di lapangan;

pengendalian;

penegakan hukum;

penatausahaan;

biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA; dan

kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja
lokal,

Rmo Ao

BAEB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
Struktur dan besarnya taril Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus
dollar UIS) per crang per bulan,
Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibavarkan dengan

mata uang rupiah berdasarkan atas nilai kurs yvang berlalu pada saat
pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Fasal 9

Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang, dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

(1) Masa Retribusi paling lama 1 (satu) tahun,
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(4]

[=]

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

Besarnya jumlah pokok retribusi vang terutang ditetapkan dengan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan
SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTARN

Pasal 12
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
Ketentuan mengenal tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BARB XI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

Pembayaran Retribusi vang terutang wajib dilunasi, sesual dengan
masa kerja tenaga kerja asing vang bersangkutan.

Pembayvaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan secara tunai/lunas di Kas Umum Daerah atau tempat lain
yvang ditunjuk sesuail SKRD.

Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk sesuai SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2], maka
hasil penernmaan Daerah dan retribusi tersebut harus disetor secara
bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam,

Dalam hal Tenaga Kerja Asing belkerja tidak sampai sesual masa kerja
Tenaga Kerja Asing, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada
Wajib Retribusi.

Pembayaran Retribusi diberikan bukti pembayaran.
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Retentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat
pembayaran, penyetoran, dan pengembalian retribusi diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 14

Wajibh Fetribusi Perpanjangan IMTA dapat mengajukan keberatan
kepada Wali Kota atau Pejabat vang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen yang dipersamakan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan vang
jelas,

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD
diterbitkan kecuali jika Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau keluasaan
Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retibusi
Perpanjangan IMTA dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pa=sal 15

Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, dan atas
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota,

Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima atau
menclak sebagian  atau  seluruhnya atas keberatan  Retribusi
sehagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1] telah lewat
dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan vang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
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Pasal 16

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12
(dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada avat (1), dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannyva SKRDLB.

BAB XlII
PENGEMBEALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi Perpanjangan
[MTA dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota,

Apabila Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA mempunyai  utang
Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1), diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen] setiap bulan dari Retribusi yang terutang
vang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
didahului dengan Surat Teguran.
BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pazal 19

Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan,  dan
pembebasan Retribuai,
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{2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(3] Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan
dengan melihat fungsi objek retribusi.

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan,
keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Wali Kota.

BAB XV
PEMANFAATAN

Pasal 20

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perpanjangan [MTA
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan perpanjangan IMTA.

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan
Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diatur dengan dengan Peraturan Wali Kota,

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

{1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnva
retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi.

{2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
[1], tertangguh jika:
a. diterbitkannya surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung,

(3] Dalam hal diterbitkan surat teguran scbagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya surat teguran tersebut.

(4] Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan  belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.



[5)

(1)

(<]

)

(1)

(2)

(3]

(1)

(2]

3]

L3

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

Fiutang retribusi yvang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi vang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada avat [1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
retribusi vang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

Instansi yvang melaksanakan pemungutan retnbusi dapat diben
insentif atas dasar pencapailan kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melaluil Anggaran Pendapatan dan Belama Daerah.

Ketentuan  lebhih lanjut mengenal  tata cara pemberan dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di ingkungan Pemerintah Daerah
diberikan wewenang khusus sebagal penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah pejabat pepawai
negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yvang diangkat
oleh pejabat yvang berwenang sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagail dimaksud pada ayat {1} adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana retrnibusi daerah agar
keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
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b. meneliti, menerima, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
lainnya berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang sescorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana
dimaksud dalam huruf e;

h. memotret sesecorang vang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau sebagai saksi;

menghentikan penyidikan; dan

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana retribusi daerah menurut hukum vang berlaku,

Bl o

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum
melalui Penvidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

FPasal 25

(1) Wajib retribusi vang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling
lama 3 ({tiga) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

{2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meripakan
penerimaan negara.
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2f
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2Y Januari 2017

WALI KOTA MEDAN,
ttd

DEZULMI ELDIN S
Diundanglan di Medan
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFUL BAFR™

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN. PROVINSI SUMATERA
UTARA : (118/2016),



[.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA
KER.JA ASING

UMUM

Sesual ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis
retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria
yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis
retribusi daerah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,
Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai jenis Retribusi
Daerah yang baru. Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA
sebagal Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah
untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai
urusan vang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Retribusi  Perpanjangan IMTA merupakan pembavaran atas
pemberian perpanjangan IMTA oleh Wali Kota atau Pejabat vang
ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing vang telah
memiliki IMTA dari Menteri yvang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan atau Pejabat vang ditunjuk.

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak menambah
beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA
scbelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa PNBP
vang kemudian menjadi Retribusi Daerah. Tarif Retribusi
Perpanjangan  IMTA  ditetapkan berdasarkan ams  tingkat
penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA
yang Dberlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.
Pemanfaatan  penerimaan  Retribusi  Perpanjangan [MTA
diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian
dan keterampilan tenaga kerja lokal vang alokasinva ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah mulai
berlaku pada tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan,
mengingat ketentuan Retribusi  Perpanjangan  IMTA  dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2013 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas Dan  Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing telah berlaku sejak tanggal 1
Januari 2013,



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Avat (1}

Cukup jelas.

Avat (2)
Jabatan

tertentu
dimaksud dalam ketentuan

di

lembaga

ini

pendidikan

yang

berpedoman  pada

Peraturan Menten vang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas,

Pasal &
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Fasal 13
Avat (1)

Cukup jelas.

Avat (2]

Cukup jelas.

Avat [3)

Cukup jelas.
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Ayat {4)

Badan selaku Wajib Retribusi yvang mempekerjakan
Mr. X [TKA), melakukan pembayaran perpanjangan
IMTA untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
Namun, dalam pelaksanaannya Mr. X hanya bekerja
selama 8 [(delapan) bulan, sehingga terdapat kelebihan
pembayaran selama 4 (empat] bulan. Atas kelebihan
pembayaran dimaksud, Femerintah Daerah
berkewajiban untuk mengembalikan kepada Badan
selaku Wajib Retribusi vang mempekerjakan TKA
tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas,

Ayat (6)

Pa=zal 14

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Passal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas,

Pasal 18

Cukup jelas,

Pasal 1G9

Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3]

Cukup jelas.

Avat [4)

Paszal 20

Peraturan Wali Kota mengenai tata cara pemberian
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi
paling sedikit mengatur tata cara penyampaian
permohonan dan jangka waktu pemberian keputusan
atas permohonan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan Retribusi,

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.



Pasal 22
Cukup jelas.

Fasal 23
Cukup jelas,

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2.



